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ABSTRAK

Mengetahui bagaimana pengaturan standarisasi produk di Indonesia dan
bagaimana standar produk Murabahah. Penelitian ini dilaksanakan dengan
menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian ini
menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual. Sumber
dan jenis bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan
bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan hukum penelitian dilakukan
menggunakan teknik studi kepustakaan dan bantuan media elektronik yaitu
internet. Adapun hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pertama,
Pengaturan Standarisasi Produk Perbankan Syariah menurut Hukum Positif yaitu
Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah,Peraturan Bank
Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No0.24/POJK.03/2015 tentang
Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Kedua, Standar
Produk Pembiayaan Murabahah mengatur mengenai Standar Operasional Produk,
Standar Pelaksanaan, Standar Manajemen Risiko, Standar Manajemen Sistem
Informasi, Standar Quality Control, Standar Perlindungan Nasabah, Standar
Akuntansi dan Pembukuan, dan Standar Kontrak Perjanjian Murabahah.

Kata kunci : Standarisasi, Produk, Perbankan Syariah.

ABSTRACT

Knowing how to regulate the standardization of products in Indonesia and how
standard murabahah products are . This research was carried out using normative
legal research methods. This research approach uses a legislative approach, a
conceptual approach. The sourch and while the data types in this research is
primary data and secondary data. Collection of legal material is carried out using
literature study techniques and electronic media assistance, namely the internet.
The results of this study can be concluded first, Setting the Standardization of
Islamic Banking Products according to Positive Law in Indonesia is regulated in
Law No.21 of 2008 concerning Sharia Banking, Financial Services Authority
Regulation No0.24/POJK.03/2015. Second, Murabahah financing product
standards regulate product operational standards, implementation standards, risk
management standards, information system management standards, quality
control standards, customer protection standards, accounting and bookeeping
standards, and murabahah agreement contract standards.

Key words : Standardization, Products , Sharia Banking.



I.  PENDAHULUAN

Dengan semakin berkembangnya perekonomian suatu Negara, semakin
meningkat pula permintaan atau kebutuhan pendanaan dalam kehidupan baik
keperluan individu maupun kelompok, namun dana dari pemerintah yang berupa
APBN sangat terbatas untuk memenuhi kebutuhan pendanaan tersebut, karena itu
pemerintah menggandeng pihak swasta untuk ikut serta berperan dalam
membiayai sektor tersebut guna membangun potensi ekonomi yang lebih baik.
Pihak yang di maksudkan adalah pihak bank. Indonesia dengan mayoritas agama
islam untuk memenuhi kebutuhan pendanaan dan menyimpan dana tentu saja
akan memilih suatu lembaga yang segala kegiatannya tidak dilarang dalam islam,
dan dalam hal ini adalah bank syari’ah.

Perbankan syari’ah di Indonesia telah eksis semenjak tahun 1992, sampai
tahun 2009 Indonesia telah memiliki lima Bank Umum Syariah dan 24 Unit
Usaha Syariah (UUS), Perbankan syari’ah di Indonesia saat ini diatur dalam
Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan
Syari’ah.

Permasalahannya adalah bagaimana pengaturan mengenai standarisasi
produk perbankan syari’ah menurut hukum positif dan bagaimana standarisasi
produk perbankan syari’ah murabahah.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai permasalahan di
atas. Diharapkan pula dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti

dan memberikan tambahan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa dan masyarakat



serta dapat membantu dan memberikan masukan kepada semua pihak yang
membutuhkan pengetahuan terkait masalah yang diteliti.

Metode penelitan yang digunakan adalah penelitian Hukum Normatif
dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan
konseptual (conseptual approach). Selain itu juga menggunakan jenis dan sumber
bahan hukum primer dan skunder. Dalam proses pengumpulan bahan hukum
teknik yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dan juga
melalui bantuan media elektronik yaitu internet. Bahan hukum yang diperoleh
tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif kemudian ditafsirkan menggunakan
metode penafsiran (interprestasi). Metode penafsiran yang diguanakan adalah
penafsiran sistematis dan gramatikal. Sehingga dari analisa bahan hukum tersebut
dapat diperoleh jawaban atau ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan
penelitian secara deduktif yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang

bersifat khusus.



1. PEMBAHASAN
A. Pengaturan Standarisasi Produk Perbankan Syari’ah menurut
Hukum Positif

Bank-bank syari’ah harus tunduk pada dua jenis hukum, yaitu
Syari’ah dan Hukum Positif. Seperti halnya bank konvensional, maka
bank syari’ah tunduk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1998. Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah, yaitu undang-undang yang
khusus berlaku bagi bank-bank syari’ah, maka bank syari’ah juga tunduk
dan diatur oleh undang-undang tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Perbankan Syari’ah, ditetapkan bahwa bank-bank syari’ah Indonesia yang
terdiri atas bank yang sepenuhnya melaksanakan kegiatan usahanya
berdasarkan Prinsip Syari’ah dan bank konvensional yang melaksanakan
kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syari’ah melalui Unit Usaha Syari’ah
(UUS) yang dimilikinya, tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang
melanggar Prinsip Syari’ah. Prinsip Syari’ah yang harus dipatuhi menurut
Undang-Undang Perbankan Syari’ah adalah Prinsip Syari’ah yang telah
difatwakan oleh Dewan Syari’ah Nasional — Majelis Ulama Indonesia dan

selanjutnya telah dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia. Prinsip



Syari’ah yang harus dipatuhi oleh bank-bank syari’ah tersebut disebut
sebagai Prinsip Syari’ah Perbankan.
B. Sumber Hukum Standar Produk Perbankan Syari’ah di Indonesia
Bahwa untuk menentukan keabsahan suatu transaksi perbankan
berdasarkan Prinsip Syari’ah (transaksi muamalah), khusunya dalam hal
standar produk perbankan syari’ah, tolok ukur untuk pengujiannya adalah
terutama sumber-sumber hukum sebagai berikut:

a) Undang — Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
dalam Pasal 26 Ayat (1) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 dan / atau produk dan jasa syariah,
wajib tunduk pada prinsip syariah.

b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.03/2015 tentang
Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dalam pasal
2 kegiatan usaha Bank dalam menerbitkan Produk dan melaksanakan
Aktivitas harus menerapkan Prinsip Syariah, prinsip kehati-hatian, dan
prinsip perlindungan nasabah.

c) Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/17/PBI1/2008 tentang Produk Bank
Syari’ah dan Unit Usaha Syari’ah dalam Pasal 2 Ayat (1) Bank wajib
melaporkan rencana pengeluaran Produk baru kepada Bank Indonesia.
Ayat (2) Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
Produk sebagaimana ditetapkan dalam Buku Kodifikasi Produk

Perbankan Syari’ah yang diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank

! Sutan Sjahdeini Remy, Perbankan Syari’ah (Produk-produk dan aspek hukumnya),
cet.ke-1, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014, him.2
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Indonesia. Ayat (3) Dalam hal Bank akan mengeluarkan Produk baru
yang tidak termasuk dalam Produk sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), maka Bank wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.
Pasal 3 Ayat (1) Laporan rencana pengeluaran Produk baru
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus disampaikan paling
lambat 15 (lima belas) hari sebelum Produk baru dimaksud akan
dikeluarkan. Ayat (2) Bank Indonesia memberikan penegasan atas
laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 15 (lima
belas) hari sejak seluruh persyaratan dipenuhi dan dokumen pelaporan
diterima secara lengkap. Ayat (3) Bank dilarang mengeluarkan Produk
baru dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), apabila belum memperoleh penegasan tidak keberatan
dari Bank Indonesia. Ayat (4) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima
belas) hari setelah seluruh persyaratan dipenuhi dan dokumen pelaporan
diterima secara lengkap, Bank Indonesia tidak memberikan penegasan,
maka Bank dapat mengeluarkan Produk baru dimaksud. Pasal 4 Bank
Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan
sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) paling lambat 15 (lima
belas) hari sejak seluruh persyaratan dipenuhi dan dokumen pelaporan
diterima secara lengkap. Pasal 5 Bank wajib melaporkan realisasi
pengeluaran Produk baru paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah

Produk baru dimaksud dikeluarkan.
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d) Fatwa — Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia,
Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor01/DSN-MUI/IV/2000 Tentang
Giro, Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor02/DSN-MUI/1VV/2000
Tentang Tabungan, Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor03/DSN-
MUI/IV/2000 Tentang Deposito.

C. Standarisasi Produk Perbankan Syari’ah Murabahah

Prosedur yang digunakan dalam penyusunan standar ini adalah
indepth analysis, yang mencakup studi kepustakaan, survey, dan diskusi
dengan pelaku industri perbankan syariah serta narasumber terkait.
Pengumpulan data dilakukan melalui sumber primer maupun sekunder.
Data yang diperoleh diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode
yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif.

Data primer diperoleh melalui pengumpulan data yang diperlukan
dari bank-bank syariah, sedangkan data sekunder diperoleh melalui
literature review dari berbagai sumber berupa ketentuan fatwa syari’ah,
pendapat ulama, peraturan perundang-undangan yang berlaku, standar
operasional dan praktik produk yang terdapat pada bank, serta hasil riset
dan/atau publikasi lain terkait review yang melengkapi data sekunder,
disamping mendukung proses analisis.

Penyusunan standar produk murabahah dilakukan dengan
memperhatikan masukan stakeholders utama yaitu para pelaku industri,
asosiasi industri, regulator/otoritas, standard setter dan para ahli atau

pakar dalam forum diskusi berupa focus group discussion (FGD). Pihak-
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pihak yang dilibatkan dalam FGD tersebut adalah Dewan Syariah
Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Dewan Standar Akuntansi
Syariah lkatan Akuntan Indonesia (DSAS-IAl), Komite Pengembangan
Jasa Keuangan Syariah (KPJKS), beberapa unit kerja terkait di
Departemen Perbankan Syariah OJK, Asosiasi Perbankan Syariah
Indonesia (ASBISINDO), serta industri perbankan syariah.
. Ketentuan Standar Operasional Produk (SOP) Pembiayaan
Murabahah
Landasan Hukum

1) UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

2) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

3) PBI No. 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk

Perbankan Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah
Beserta Perubahannya

4) PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah
dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana
serta Pelayanan Jasa Bank Syariah

5) PBI No. 10/16/PBI/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan
Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan
Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah dan Unit
Usaha Syariah

6) PBI No. 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan
Unit Usaha Syariah

7) PBI No. 13/13/PBI/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bank Indonesia No. 8/21/PBI/2006 jo No. 9/9/PBI1/2007 jo No.
10/24/PBI/2008 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank
Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan
Prinsip Syariah



8) PBI No. 13/23/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva
Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

9) Kodifikasi Produk Perbankan Syariah tentang Penghimpunan
Dana, Penyaluran Dana dan Pelayanan Jasa

10) SEBI No. 10/31/DPbS tanggal 8 Oktober 2008 tentang Produk
Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah

11)SEBI No. 10/14/DPbS tanggal 17 Maret 2008 tentang
Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan
Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Umum
Syariah/Unit Usaha Syariah

12)SEBI No. 10/13/DPNP tanggal 6 Maret 2012 tentang
Penyelesaian Pengaduan Nasabah

13) SEBI No. 15/40/DKMP tanggal 24 September 2013 tentang
Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan
Kredit atau Pembiayaan Pemilikan Properti, Kredit atau
Pembiayaan Konsumsi Beragun Properti, dan Kredit atau
Pembiayaan Kendaraan Bermotor

14)Perma No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi
Syariah

15) Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/1V/2000 tentang Murabahah
16) Fatwa DSN No. 10/DSN-MUI/1V/2000 tentang Wakalah

17) Fatwa DSN No. 13/DSN-MUI/1X/2000 tentang Uang Muka
dalam Murabahah

18) Fatwa DSN No. 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon dalam
Murabahah

19) Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/1V/2000 tentang Sanksi Atas
Nasabah Yang Mampu Menunda-nunda Pembayaran

20)Fatwa DSN No. 23/DSN-MUI/IN/2003 tentang Potongan
Pelunasan dalam Murabahah

21)Fatwa DSN No. 43/DSN-MUI/VI111/2004 tentang Ganti Rugi
(Ta’awidh)



22) Fatwa DSN No. 45/DSN-MUI/11/2005 tentang Line Facility

23)Fatwa DSN No. 46/DSN-MUI/II/2005 tentang Potongan
Tagihan Murabahah

24)Fatwa DSN No. 47/DSN-MUI/I1/2005 tentang Penyelesaian
Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Bayar

25)Fatwa DSN No. 48/DSN-MUI/11/2005 tentang Penjadwalan
kembali Tagihan Murabahah

26)Fatwa DSN No. 49/DSN-MUI/II/ tentang Konversi Akad
Murabahah

27) PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah
28) PSAK 102 (Revisi 2013) tentang Akuntansi Murabahah

29)PSAK 55 tentang Instrumen Keuangan Pengakuan dan
Pengukuran

30) PSAK 50 tentang Instrumen Keuangan Penyajian
31) PSAK 60 tentang Instrumen Keuangan Pengungkapan

32) PAPSI tentang Murabahah.?

Standar Produk Pembiayaan Murabahah mengatur mengenai
Standar Operasional Produk, Standar Pelaksanaan, Standar Manajemen
Risiko, Standar Manajemen Sistem Informasi, Standar Quality Control,
Standar Perlindungan Nasabah, Standar Akuntansi dan Pembukuan, dan

Standar Kontrak Perjanjian Murabahah.

2 Otoritas Jasa Keuangan, Buku Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah,
https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Buku-Standar-Produk-
Perbankan-Syariah-Murabahah.aspx him.13-16 diakses Rabu, 11/07/2018.
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.  PENUTUP
A. Simpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab
sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: Pertama, Standarisasi
Produk Perbankan Syari’ah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah dalam Pasal 26 Ayat
(1) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, dan
Pasal 21 dan / atau produk dan jasa syariah, wajib tunduk pada prinsip
syariah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.03/2015
Tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah
dalam pasal 2 yakni kegiatan usaha Bank dalam menerbitkan Produk dan
melaksanakan Aktivitas harus menerapkan Prinsip Syariah, prinsip kehati-
hatian, dan prinsip perlindungan nasabah. Kedua, Standar Produk
Pembiayaan Murabahah mengatur mengenai Standar Operasional Produk,
Standar Pelaksanaan, Standar Manajemen Risiko, Standar Manajemen
Sistem Informasi, Standar Quality Control, Standar Perlindungan Nasabah,
Standar Akuntansi dan Pembukuan, dan Standar Kontrak Perjanjian

Murabahah.
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B. Saran

Setelah menyelesaikan penelitian skripsi ini, adapun solusi dan
rekomendasi dari penulis diantaranya: Pertama, Perlu adanya peraturan
yang mengatur secara khusus mengenai standar penetapan produk bagi
Bank Syari’ah, karena di dalam peraturan-peraturan tersebut tidak secara
tegas disebutkan kata standarisasi, melainkan hanya ada kata produk yang
harus sesuai dengan prinsip syariah, sehingga Otoritas Jasa Keuangan
maupun Bank Indonesia perlu juga mengatur secara khusus mengenai
standar produk itu sendiri. Kedua, Perlu adanya sosialisasi kepada calon
nasabah mengenai standar produk pembiayaan murabahah, sehingga

terciptanya kepastian hukum dan transparansi produk.
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